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Bapak Dr. Hardi Putra Wirman, S.1P., MA
Ketua IKA IP FISIP Unand

di Tempat

Sehubungan dengan akan diadakannya Seminar kerjasama antara Departemen Ilmu Politik FISIP
Universitas Andalas dengan KPU Kota Padang dan Ikatan Alumni llmu Politik FISIP Universitas
Andalas dengan judul “Sosialisasi Hari Pemungutan Suara dan Pendidikan Pemilih Pemilu 2024”,
bersama ini kami mengundang Bapak untuk dapat menghadiri acara seminar tersebut yang akan
diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Jumat/ 17 November 2023

Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Aula Seminar Gedung Pascasarjana Unand Lt.3
(Kampus Limau Manis)

Demikianlah surat ini disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak diucapkan terima kasih.
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Geneologi Indeks Kerawanan Pemilu

DIMENSI IKP 2014

= Profestionalitas
Penyelenggara Pemilu

= Politik Uang

= Akses Pengawasan

= Partisipasi Masyarakat

= Keamanan daerah

DIMENSI IKP 2017

= Kontestasi
= Partisipasi
= Penyelenggaraan

DIMENSI IKP 2018

= Kontestasi
= Partisipasi

= Penyelenggaraan
Pemilu

DIMENSI IKP 2019

= Konteks Soslal-Politik

= Pemilu yang Bebas
dan Adil

= Kontestasi

= Partisipasi




DIMENSI IKP 2014

Profesionalitas « Kontestasi
Penyelenggara Pemilu - Partisipasi
 Politik Uang « Penyelenggaran Pemilu

« Akses Pengawadsan
 Partisipasi Masyarakat

« Keamanan Daerah D|MENS| IKP 2019

Konteks Sosial Politik

DiMENS“KP 2017 + Pemilu yang bebas dan adil
« Kontestasi « Kontestasi
- Partisipasi - Partisipasi

« Penyelenggara



PELANGGARAN PEMILU

Tahun 2004 - 2.173 kasus Tahun 2014 - 2.433 kasus
Tahun 2009 - 1.924 kasus Tahun 2019 - 16.427 kasus
1.779 : Pelanggaran Administrasi 16.124 : Pelanggaran Administrasi
18 : Pelanggaran Kode Etik 373 : Pelanggaran Kode Etik
127 : Tindak Pidana Pemilu 1.474: Tindak Pidana Pemilu






Bentuk Pelanggaran

Pilpres

Penyalahgunaan Jabatan
dan Fasilitas Pemerintah

Mobilitas, Perkantoran dan Rumah Dinas.
Mesin birokrasi menjadi bagian dari
upaya pemengangan calon dg
menggunakan fasiltas negara.

Bansos, Dana Hibab dan ABPD

Politik Uang Pada Hari
Tenang dan Hari
Pemungutan Suara

Walaupun tidak semasif Pileg, tetapi
sasaran dari politik uang adalah pemilih
dengan tingkat pendidikan dan ekonomi
menengah ke bawah

Politik Uang Kepada
Peyelenggara Pemilu dan
Tidak Netralnya
Penyelenggara Pemilu

Dengan berkurangnya potensi politik
uang dengan pemilih, maka
kecenderungan bergeser kepada
penyelenggara, KPPS, PPS dan PPK

Sumber Indonesia Corruption Watch (ICW)




Bentuk Pelanggaran

Pilpres

Penyalahan Surat
Suara tak Terpakai

Beberapa modusnya adalah surat suara
tersebut digunakan (dicoblos) dan diberikan
kepada calon tertentu ataupun secara merata.
Penyalahgunaan ini masih potensial terjadi
dalam pemilu presiden

Kecurangan
Penghitungan Suara
dan Rekapitulasi
Suara

Penghitungan suara di TPS, pergeseran dan
rekapitulasi suara dari TPS ke PPS di
kelurahan, dan dari PPS kelurahan ke PPK di
kecamatan, dan dari kecamatan ke KPUD
Kabupaten/Kota adalah proses yang sangat
penting untuk dikawal.

Manipulasi Dana
Kampanye

Calon menghimpun dana sebanyaknya?2
melebihi batas maksimal yang ditetapkan oleh
Undang-Undang







Jiwa
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Jumlah Pemilih Golput dalam Pemilu
(2004-2019)

29.955.275

43.141.765

2009

58.609.922

2014

Sumber: Badan Pusat Statistik {BPS)

34.756.541

2019



Evaluasi Peningkatan Partisipasi Pemilin

Peran Pemerintah dalam
Mensosialisasikan Pemilu

Kesadaran Masyarakat Utk
Memilin Presiden, Caleg

[ | Peningkatan Partisipasi Politik
Perempuan

B8 Masyarakat Sipil yang dinamis
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